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No.1336, 2014 KEMENDIKBUD. Urusan Pemerintah. Bidang
Kebudayaan. Pemerintah
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Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KEBUPATEN/KOTA DALAM
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya ketidaksiapan Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Jombang dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2014, perlu mengubah Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun
2014 tentang Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan yang Ditugaskan Kepada Pemerintahan
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran
2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Urusan
Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang ditugaskan
Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

3. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-UndangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

5. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 73, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor13 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan
Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANTENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG
DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN
ANGGARAN 2014.
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Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan BidangKebudayaan
yang ditugaskan Kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota DalamPenyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun
Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


